BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dan wawancara diatas dapat disimpulkan

sebagai berikut :

1. Tingkat Sosialisasi
Pemerintah desa Kleseleon aktif dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan
kepada masyarakat, khususnya para penenun, untuk mengembangkan kain
tenun di desa Kleseleon. Ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan
penerimaan mereka dalam masyarakat.

2. Tingkat Pemberian Motivasi Dalam Praktek Menenun
Pemerintah desa Kleseleon memberikan motivasi kepada masyarakat dengan
menyelenggarakan pelatihan dan praktek menenun. Hal ini dilakukan untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menenun dan mendapatkan
hasil yang optimal.

3. Metode Proses Menenun
Metode menenun yang digunakan oleh para penenun di desa Kleseleon
bergantung pada preferensi dan permintaan konsumen, serta warisan dari
nenek moyang mereka. Pemerintah desa hanya mengawal proses
perkembangan menenun.

4. Keterlibatan Dalam Acara Atau Festival: Kelompok tenun kain ikat di desa

Kleseleon aktif dalam berbagai acara dan festival, baik yang diselenggarakan

61



oleh pemerintah maupun acara adat. Hal ini dilakukan untuk melestarikan kain
tenun di Kabupaten Malaka, khususnya di desa Kleseleon.
5. Ketersediaan Dalam Anggaran Dalam Praktek Kain Tenun
Pemerintah desa Kleseleon mendukung kelompok tenun kain ikat dengan
menyediakan anggaran dari dana desa dan memberikan bimbingan serta
pelatihan untuk meningkatkan Kkreativitas para penenun. Ini bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan kelompok tenun dan meningkatkan hasil produksi
mereka.
5.2 Saran
Setelah melakukan penelitian tentang upaya pemerintah Desa dalam
pelestarian kain tenun di Desa Kleseleon, Kecamatann Weliman, Kabupaten
Malaka maka dari hasil penelitian dapat diberikan saran sebagai berikut :
1. Kepala Desa:

a. Menginisiasi dan mendukung program-program yang berfokus pada
pelestarian kain tenun di desa, seperti pelatihan teknik menenun, promosi
produk tenun lokal, dan partisipasi dalam festival budaya.

b. Mendorong partisipasi aktif dari kelompok tenun masyarakat dalam
berbagai kegiatan terkait dengan pelestarian kain tenun.

c. Memastikan ketersediaan anggaran dan sumber daya lainnya untuk
mendukung program-program pelestarian kain tenun.

2. Aparat Desa:
a. Mengorganisir dan mendukung kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pelatihan

bagi masyarakat terkait dengan pelestarian kain tenun.
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b. Membantu dalam pengumpulan data dan informasi terkait dengan praktik
menenun dan pelestarian kain tenun di desa.

c. Membangun Kkerja sama dengan pihak terkait, seperti lembaga
pemerintahan, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pendidikan, untuk
meningkatkan efektivitas program pelestarian kain tenun.

3. Masyarakat:

a. Aktif mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan
oleh pemerintah desa terkait dengan praktik menenun dan pelestarian kain
tenun.

b. Mendorong partisipasi dalam kelompok tenun masyarakat dan mendukung
produksi serta promosi produk tenun lokal.

c. Melestarikan tradisi menenun dengan mentransmisikan pengetahuan dan

keterampilan kepada generasi muda.
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